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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jual beli menurut etimologi bertukarnya suatu harta dengan barang yang 

lain, dan menurut termonogi hukum syara jual beli adalah transaksi tukar menukar 

materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara abadi 

dengan mendapatkan izin atau hukum legalitas syarak.1  

Tidak asing lagi masyarakat mengeluhkan pereknomian ketika pandemi, 

karena dari segala sektor dalam kehidupan pandemik memberikan pengaruh yang 

kurang baik. Salah satunya dalam sektor ekonomi dan moda transportasi. Dengan 

diberlakukannya peraturan perjalanan darat, laut dan udara yaitu dengan syarat 

Antigen, Swab dan juga Test Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk orang yang 

bepergian akan melmelanjutkan perjalanan. Namun dalam praktiknya ada 

beberapa oknum yang melakukan praktik jual beli surat hasil rapid test tanpa test.  

Praktik Jual beli ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual surat dan 

pembeli atau pelaku perjalanan, yang otomatis lolos dan dapat melakukan 

perjalanan karena sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari oknum isntansi. 

Namun praktik ini membahayakan masyarakat, karena pelaku perjalanan tersebut 

tidak jelas terpapar atau tidaknya.2 

                                                           
1 iAl-Allamah iMuhammad, iet.al., iTerjemah iFathul iQorib iMasakini, i(Kediri: iPustaka 

i‘AZM, i2015), ih. i251. i 
2 iAlfian iSidik, i“Jual ibeli ites iCovid-19 ipalsu”, ihttps://rm.id/baca-berita/nasional/59602/jual-

beli-tes-covid19-negatif-palsu-tega-banget-bisabisanya-ada-calo-surat-rapid-test, idiakses ipada i4 iJanuari 

i2021. i 

https://rm.id/baca-berita/nasional/59602/jual-beli-tes-covid19-negatif-palsu-tega-banget-bisabisanya-ada-calo-surat-rapid-test
https://rm.id/baca-berita/nasional/59602/jual-beli-tes-covid19-negatif-palsu-tega-banget-bisabisanya-ada-calo-surat-rapid-test
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Merujuk dari masa berlakunya surat sehat bebas Covid-19 dengan masa 

berlaku yang sangat singkat, terdapat beberapa oknum yang berfikir akan 

memalsukan surat keterangan sehat bebas Covid-19 dengan cara 

memperjualbelikan surat tersebut kepada masyarakat dengan harga yang 

terjangkau dan mendapatkan surat bebas Covid-19 tanpa tes. Pada kasus ini pelaku 

menjadikan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai ladang bisnis bagi mereka 

dengan memberikan fasilistas surat bebas Covid-19 kepada masyarakat yang 

membutuhkan tanpa tes dan oknum tersebut meraup keuntungan.3  

 Fakta yang terjadi di lapangan saat ini, jual-beli surat bebas Covid-19 

tanpa tes menguntungkan kedua belah pihak, atau dalam bahasa lain simbiosis 

mutualisme, saling menguntungkan. Oknum penjual surat tersebut memberikan 

kemudahan kepada si fulan surat bebas Covid-19 tanpa tes dengan kategori 

negative. Dan Si fulan tidak beresiko untuk membatalakan rencana perjalanannya 

karna sudah mendapatkan surat bebas Covid-19 dari oknum tersebut. 

Pada praktik jual beli surat bebas Covid-19 ini, oknum memasarkan harga 

surat Rapid Tes (RT) Antigen dengan seharga Rp.100.000,- dan Surat RT-PCR 

seharga Rp.400,000,-. Namun pada hakikatnya orang tersebut bisa jadi terpapar 

dan tidak terpapar virus Covid-19. Jika si fulan terpapar kemungkinan besar akan 

menimbulkan mud͎arat bagi orang lain.4 

                                                           
3 Fira iHanasti iPutri, iet.al., i“Penegakan iHukum iPidana iTerhadap iPraktek iJual iBeli iSurat 

iKeterangan iKesehatan iYang iDipalsukan iPada iMasa iPandemi iCovid-19”, iTatohi iJurnal iIlmu 

iHukum, iVol i1, iNo i4 i(2021), ih. i307. 
4 Sulastri i(Pelaku iPerjalanan), iWawancara, idi iPelabuhan iTanjung iPerak, i27 iMaret i2022. 
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Melalui kementerian perhubungan Pemerintah Indonesia telah beberapa 

kali menyampaikan mengenai surat edaran tentang informasi perjalanan 

menggunakan transportasi udara, dengan edaran terbaru yang mulai berlaku dari 

tanggal 1 April  2021 yaitu Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang petunjuk 

pelaksanaan perjalanan orang dalam Negeri dengan transportasi udara dalam masa 

pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).  

Terdapat tiga macam tes diagnosis guna mendeteksi Corona Virus Disease 

(Covid-19) di Negara Indonesia yaitu, yang pertama Tes Cepat Molekuler (TCM), 

diidentifikasikan dengan cartridge khusus. Tes ini sangat cepat kita bisa menunggu 

surat keterangan negative selama kurang lebih 2 jam. Yang Kedua Polymerase 

Chain Reaction (PCR) pada tes kesehatan ini pemeriksaan menggunakan sampel 

dari lendir yang dapat diambil melalui hidung dan juga tenggorakan. Dan yang 

ketiga yaitu Rapid test Antigen, tes ini bisa mengeluarkan hasil yang cepat, kurang 

lebih 1 jam surat keterangan negative atau positif akan terbit.5 Pemeriksa Antigen 

ataupun Swab untuk pelacakan virus covid-19 dilakukan oleh pemerintah yang 

bekerjasama dengan lembaga atau instansi kesehatan, seperti Rumah Sakit, Apotek, 

Klinik, Puskesmas dll.  

Menteri Republik Indonesia melalui kementrian kesehatan berhak memberi 

mengeluarkan kepuutsan tentang harga Rapid Tes dan Swab PCR bagi masyarakat 

yang akan melakukan test atas permintaan sendiri. Untuk harga tes Swab PCR 

                                                           
5 iFadhli iRizal iMakarim, i“Mengenal i3 iJenis iTes iCorona iDigunakan iDi iIndonesia”, 

ihttps://www.halodoc.com/artikel/mengenal-3-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-Indonesia, idiakses 

ipada i23 iApril i2022. 

https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-3-jenis-tes-corona-yang-digunakan-di-Indonesia
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paling besar dengan harga Rp.900.000,- dan untuk pemeriksaan tes kesehatan jenis 

Rapid Tes Antigen Rp.250.000,- untuk area dalam Pulau Jawa, dan Rp.275.000,- 

luar Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/I/4611/2020 

yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020.6 

Dalam Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi; “meninggalkan bahaya harus 

lebih dikedepankan daripada mengadakan kebaikan (dar’u al-mafa>>sid 

muqaddamun ala> jalbi al-mas}a>lih)”. Dalam kaidah usul fiqh ini, yang dimaksud 

batasan suatu hukum, adalah seperti terjadinya dua perkara padu satu kasus yang 

mengakibatkan salah satu dari kemafsadatan dan kemaslahatan, oleh karena itu 

meninggalkan kemafsadatan harus diutamakan, daripada mewujudkan 

kemaslahatan.7 Jika berfikir mengenai pentingnya menjauhi bahaya, maka yang 

perlu ditumbuhkan adalah sikap kehati-hatian. Secara hukum fiqh transaksi jual beli 

surat RT-ANTIGEN/SWAB dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli, namun 

dalam hukum jual beli, transaksi ini berlawanan dengan peraturan pemerintah, 

barang yang dijual adalah barang yang dilarang oleh pemerintah, dengan begitu 

syarat jual beli tersebut belum terpenuhi, karena dalam syarat jual beli harus bisa 

dimanfaatkan secara syarak atau diperbolehkan secara hukum Islam.  

Denganiadanyaipermasalahaniyangiterdapat dalam lataribelakang di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait pada 

permasalahan tersebut. Yang mana penelitian tersebut diberi judul: “Tinjauan 

                                                           
6 iEko iSupriyotno, i iEkonomi iMikro iPerspektif iIslam, i(Malang: iUIN iMalang iPress, i2020), 

ih. i230 
7 iJaih iMubarak, iKaidah iFiqh iSejarah idan iKaidah iAsasi, i(Jakarta: iPT. iRaja iGrafindo 

iPersada, i2003), ih. i43. i 
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Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jualbeli Surat Hasil SWAB Tanpa Tes Di 

Pelabuhan Tanjung Perak.” 

B. Definisi Operasional 

1. Hukum Ekonomi Syariah   

Ilmu Ekonomi Syariah merupakan lmu yang mengajarkan kegiatan 

ekonomi dan mengaturnya sesuai kebijakan ekonomi Islam.8 

Hukumiiekonomi syariah merupakanisekumpulan peraturan yang berkaitan 

dengan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang, baik 

bersifat komersial maupun non komersial yang didasarkan hkum Islam.9 

2. Jual Beli  

Jual ibeli iadalah iperpindahan iatau ipertukaran isuatu ibarang iatau 

ibenda idari ipihak ipenjual ike ipembeli iyang iditandai idengan iakad ioleh 

ikedua ibelah ipihak. iMenurut isyarak ipengertian ijual ibeli iyang ipaling 

itepat iialah imemiliki isesuatu iharta i(uang) idengan imengganti isesuatu 

iatas idasar iizin isyarak, isekedar imemiliki imanfaatnya isaja iyang 

idiperbolehkan isyarak iuntuk iselamanya iyang idemikian iitu iharus 

idengan imelalui ipembayaran iyang iberupa iuang. 10 

                                                           
8 iNeni iSri iImaniyati, iPerbankan iSyariah idalam iPerspektif iIlmu iEkonomi, i(Bandung: 

iMandar iMaju, i2013), ih. i19. 
9 iAndri iSoemitra, iHukum iEkonomi iSyariah idan iFiqh iMuammalah idi iLembaga iKeuangan 

idan iBisnis iKontemporer, i(Jakarta iTimur: iPrenada iMedia, i2019), ih. i2. 
10 Shobirin, i“Jual iBeli iDalam iPandangan iIslam”, iJurnal iBisnis idan iManagemen iIslam, 

iVol i3, iNo. i(2015), ih. i240. 
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3. Tes Swab 

Tes Swab merupakan salah satu cara untuk memperoleh bahan 

pemeriksaan (sampel) dari saluran pernafasan melalui hidung. Pengambilan 

sampel ini dilakukan dengan menyeka rongga nasofaring atau orofaringeal 

dengan Swab khusus atau alat seperti lidi atau kapas khusus sejenis .11 

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli surat Swab tanpa tes yang tidak 

sesuai dengan praktek hukum di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis 

dapat mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Adanya jual-beli suratiSwab tanpa tes yang tidak sesuai dengan praktik 

Hukum di Indonesia.  

2. Disinyalir adanya proses transaksi jual-beli surat Swab tanpa tes 

menguntungkan 2 belah pihak namun merugikan pihak lain. 

3. Adanya syarat dari barang yang diperjual-belikan tidak terpenuhi dalam 

hukum ekonomi syariah. 

4. Barang yang diperjualbelikan terlarang oleh pemerintah atau Ilegal.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah praktik jual beli surat Swab tanpa tes di Pelabuhan 

Tanjung Perak? 

                                                           
11 iV. iFridawati, i“Apa iItu iRapid iTest, iSwab, idan iPCR, iapakah itahu iPerbedaannya?” 

ihttps://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/, idiakses ipada itanggal i28 iFebruari i2022. 

https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/
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2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli   surat 

hasil Swab tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah 

penelitian dan juga membutuhkan arah penelitian dan juga menentukan arah 

penelitian agar tetap dalam koridor yang benar tercapainya sesuatu yang dituju.12 

1. Untuk mengetahui praktik jual beli surat Swab tanpa tes yang terjadi di 

Pelabuhan Tanjung Perak. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli surat 

hasil Swab tanpa tes di Pelabuhan Tanjung Perak. 

F. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk 

pengetahuan dan meningkatkan penerapan hukum bisnis syariah baik di daerah 

maupun di masyarakat, meliputi: 

1. Manfaat bagi Praktisi 

a. Sebagai tambahan literature terutama yang berkaitan dengan masalah 

jual beli surat hasil Swab dan dampak positif atau negatif dari hukum 

jual beli hasil Swab tanpa tes dengan hasil negatif. 

                                                           
12 Haris iHerdiansyah, iMetodologi iPenelitian iKualitatif, i(Jakarta iSelatan: iSalemba 

iHumanika, i2010), ih. i89 
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b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tinjauan 

hukum ekonomi syariah terhadap jual beli hasil Swab tanpa tes dengan 

hasil negatif sebagai syarat perjalanan masyarakat Indonesia 

2. Manfaat bagi akademisi: 

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif bagi 

pembaca, dan khususnya bagi mahasiswa 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi 

bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap pemalsuan surat bebas Covid-19. 

c. Penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran bagi progam didik hukum 

ekonomi syariah. 

G. Penelitian Terdahulu  

1. Jurnal (Herisetiawan, 2020), “Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid 

Test Antigen Dan Swab Test PCR.”13 Meskipun penetapan harga maksimum 

untuk Rapid test antigen dan PCR swab merupakan tugas pemerintah yang 

dilindungi undang-undang, penetapan harga di Indonesia umumnya 

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme supply and demand, walaupun ada 

ketentuan tertentu. UUD 1945 mengatur bahwa hak mengatur harga pasar 

penting bagi Negara dan bidang produksi yang menguasai hajat hidup orang 

                                                           
13 iFaisal iHerisetiawan, i“Legal iProtection iRegarding iMedikal iRecord iOf iProspective 

iWorkers iIn iJob iRecruitment iHealth iTest”, iJurnal iLaw iResearch iReview iQuarterly iVol.6 iNo. i1 

i(2020), ih. i77-84. 
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banyak dikuasai oleh Negara. Dasar bagi negara untuk memiliki kewenangan 

penuh untuk mengatur dan mengatur kegiatan ekonomi minimum dan 

maksimum di Indonesia. 

Persamaan dari penelitian tersebut adalah pembahasan tentang rapid test 

antigen dan juga swab PCR. Adapun perbedaannya dari jurnal Faisal 

Heisetiawan yaitu hanya menitik beratkan dengan mekanisme harga pasar 

Swab test dan Antigen, adapun penulis lebih menekankan tehadapa hukum 

positif dan normatif Islam terhadap jual beli surat Swab yang dilakukan di 

pelabuhan.  

2. Jurnal (Putri, Pasalbessy, & Hattu, 2021), dalam penelitian mereka yang 

berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Jual Beli Surat 

Keterangan Kesehatan Yang Dipalsukan Pada Masa Pandemi Covid-19”.14 

Yang membahas bentuk penuntutan atas penjualan surat keterangan sehat 

yang dipalsukan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa bentuk tuntutan pidana atas penjualan surat keterangan 

sehat palsu adalah KUHP yaitu siapa pun yang secara tidak benar membuat  

atau memalsukan surat keterangan medis yang menyatakan ada atau tidak 

adanya penyakit dapat dihukum hingga empat tahun penjara.. 

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemalsuan surat 

keterangan kesehatan, sedangkan perbedaan dalam jurnal penelitian (Putri, 

                                                           
14 iFira iHanasti iPutri, iet.al., i“Penegakan iHukum iPidana iTerhadap iPraktek iJual iBeli iSurat 

iKeterangan iKesehatan iYang iDipalsukan iPada iMasa iPandemi iCovid-19”, iTatohi iJurnal iIlmu 

iHukum, iVol i1, iNo i4 i(2021), ih. i307. 
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Pasalbessy, & Hattu, 2021) yaitu mereka lebih menitik beratkan terhadap 

bentuk penegakan hukum pidana pada jual beli surat keterangan kesehatan 

yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19. Adapun penulis berfokus pada 

pembahasan hukum jual beli sesuai hukum ekonomi syariah. 

Skripsi karya Neli Yurnita Tahun 2021, “Tindakan Pidana Pemalsuan 

Surat Tanah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini telah 

diujikan pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi.15  

Menurut Neli Yurnita Pemalsuan adalah setiap tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan keji yang 

merupakan ketidakjujuran dan penipuan. Menurut hukum Islam, pemalsuan 

termasuk golongan jarimah ta’zi, jenis serta sanksinya tidak didefinisikan 

secara jelas dalam isinya. Guna mendidik tentang pelanggaran yang tidak 

didefinisikan dalam hukum Syariah.  

Dalam penelitian ini Neli Yurnita dan penulis memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pemalsuam 

surat, sedangkan perbedaannya yaitu Neli Yurnita lebih membahas tentang 

pemalsuan surat tanah. Sedangkan penulis lebih focus membahas tentang 

hukum dari jual beli surat SWAB tanpa test Prespektif Hukum Ekonomi 

Syariah. 

                                                           
15 i iNeli iYurnita, i“Tindakan iPidana iPemalsuan iSurat iTanah iDitinjau idari iHukum iPositif 

idan iHukum iIslam”, i(Skripsi--Universitas iIslam iNegeri iSulthan iThaha iSaifuddin, iJambi, 

i2021). 
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H. Kerangka Teori  

1. Jual Beli (al-Bai’) 

a. Definisi  

Dalam Islam, hukum yang mengatur hubungan antar  manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan  hukum muammalat.16 

Salah satu aktivitas yang timbul dari interaksi manusia adalah aktivitas 

jual beli. Aktivitas jual beli merupakan salah satu aktivitas penunjang yang 

landasannya ditegakkan dalam Islam, prinsip dasar yang dipertaruhkan 

adalah kejujuran, amanah dan integritas. Al-Quran dan As-Sunnah 

membahas prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan, seperti 

bersumpah palsu, membuat takaran yang tidak sah, menjual barang yang 

tidak halal, dan menipu transaksi bisnis. 17 

Jual beli atau Bisnis merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 

manusia dalam bermasyarakat. Pengertian jual beli yang diberikan oleh 

para ulama di atas memberikan pengertian dan penekanan bahwa istilah 

jual beli merupakan gabungan dari kata al bai’ (jualan) dan sira’ (beli). 

Melakukan transaksi jual beli dengan kata lain, penjualan adalah kegiatan 

dua pihak atau lebih mempertukarkan barang dengan cara tertentu, baik 

                                                           
16 Ahmad iAzhar iBasyir, iAzas-Azas iHukum iMuamalat iHukum iPerdata iIslam, i(Yogyakarta: 

iUII iPress i2004), ih. i11-12. 
17 i iAbdullah iManan, iTeori idan iPraktik iEkonomi iIslam, i( iYogyakarta i i: iDana iBhakti 

iPrima iYasa, i1997), ih. i288 
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dengan menukarkan barang dengan barang (barter) maupun barter 

(uang)..18 

b. Rukun dan Syarat.  

Dalam Islam terdapat rukun jual beli yang dijadikan pedoman 

dalam berdagang, khususnya konsep perdagangan barang dagangan. Pada 

dasarnya, dari sudut pandang Islam, jual beli adalah transaksi dua bagian: 

ijāb dan kabu ̄l.19 Berdagang pada prinsipnya sah dan tidak dilarang jika 

syarat dan rukun terpenuhi. Jumhurul ulama menentukan empat rukun 

perdagangan: 

1) Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli).   

2) Sigat (diucapkan ijab kabul). 

3) Komoditas yang diperdagangkan. yaitu nilai tukar barang pengganti. 

4) Ada barang yang diperjual belikan. 

Teori Bai’ digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

berkaitan dengan jual beli surat hasil Swab tanpa tes di Pelabuhan Tanjung 

Perak Surabaya.  

  

                                                           
18 i iDimayauddin iDjuwaini, iPengantar iFiqh iMuamalah, i(Yogyakarta: iPustaka iPelajar, 

i2008), ih. i70 
19 Tim iEditorial iRumah.com, i“Rukun iJual iBeli idalam iIslam idan iSyarat iSah iMenurut 

iSyariat” ihttps://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812, idiakses ipada itanggal i29 

iSeptember i2021. 

 

https://www.rumah.com/panduan-properti/penulis/editorialid
https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812
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2. Dar’u Al-Mafa>>sid Muqaddamun Ala> jalbi Al-Mas}a>lih 

a. Pengertian  

Dar’u Al-Mafa>>sid Muqaddamun Ala> Jalbi Al-Mas}a>lih merupakan 

kaidah fiqh cabang, dari kaidah pokok yang artinya menghindari 

kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan 

keuntungan/kebaikan.  

Kaidah ini dapat diaplikasikan bila kerusakan (mafsadat) dan 

kebaikan (maslahat) berkumpul secara bersamaan, sebab Nabi memiliki 

atensitas yang besar pada setiap hal yang dilarang daripada yang 

diperintahkan.20 Jadi apabila terdapat satu perkara yang menimbulkan dua 

pertentangan antara mafsadat dan maslahat. maka yang harus diperangi 

adalah perkara atau perilaku yang menimbulkan suatu kerusakan, untuk 

mendapatkan sebuah kebaikan.  

b. Landasan Hukum  

Ushul ifiqh imenurut ibatasan iyang idiberikan ioleh ipara iahlinya 

iyaitu iilmu itentang ikaidah iistinbath ihukum isyariat idari idalil iyang 

itafsili.21 iKeberhasilan ipenggalian ihukum idari idalil itafsili i(al-Quran 

idan ias-Sunnah) iakan isangat iditentukan ioleh ipengetahuan itentang 

                                                           
20 iAhmad iRidho, i“Analisi ikaidah iDar’u iAl-Mafa>>sid iMuqaddamun iAla> ijalbi iAl-Mas}a>lih 

idari iaspek iOntologis iEpistimologis idan iAksiologis”, i(Skripsi--Universitas iIslam iNegeri iSunan 

iGunung iDjati, iBandung, i2019). i 
21 i iAl-Maraghi, ial-Fath ial-Mubin ifi itabaqat ial-Ushuliyyin, i(Mesir: imuhammad iAmin 

iRamji iWassyirkah, i1974), ijild iII, ih. i204 
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imaksud isyarak iitu isendiri. iAllah iSWT iberfirman idalam iQ.S: iAn-

Najm i(53): i3-4  

هَوٰى عَنِ  يَنْطِق   وَمَا
ْ
وَ  اِنْ  ال ا ه 

َ 
وْحٰى   وَحْي   اِل ي    

Artinya:  “dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut 

keinginanya tidak lain (al Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan 

kepadanya” 22 

 

Maksudnya adalah bahwa Allah Swt tidak akan memberikan suatu 

perkara yang mengandung maslahat, pasti semua dari apa yang Allah 

perintahkan kepada Nabi Muhammad tidak lain hanya untuk kemaslahatan 

ummatnya dan menghindari mafsadat yang akan datang, dan 

menimbulkan sebuah kerusakan unutk ummatnya. Demikian pula, Allah 

dan Rasul-Nya tidak akan melarang sesuatu kecuali apabila mengandung 

mafsadat murni tanpa ada kemaslahatan sedikitpun atau sebuah mafsadat 

besar meskipun sedikit berbalutkan kemaslahatan. 

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

berkaitan dengan mengedepankan penolakan kemafsadatan berupa bahaya 

yang mengancam tertularnya Covid-19 kepada masyarakat yang ada di 

dalam dan sekitar pelabuhan dan kapal, dari pada kemaslahtan yang ada 

berupa oknum pelaku perjalanan yang membeli surat hasil Swab dapat 

                                                           
22 i iDepartemen iAgama iRI, iAl i‘Aliyy iAl iQuran idan iTerjemah,i(Bandung: iCV. iPenerbit 

iDiponegoro, i2006), ih. i420 
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melanjutkan perjalanan, dan oknum yang memalsukan surat tersebut 

mendapatkan keuntungan berupa uang melalui jasa tersebut. 

I. Metodologi Penelitian  

Metode penelitian adalah salah satu strategi, proses, dan pendekatan dalam 

memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang 

diperlukan.23 Agar iidata iiyang iidiperoleh iivalid iidan iidapat 

dipertanggungjawabkan iidalam iimenguraikan iipermasalahan iitentang 

TinjauaniHukum iiEkonomi iiSyariah iiterhadap iiJual-Beli iiSurat iiHasil iiSwab 

tanpa iiTes iidi iiPelabuhan iiTanjung iiPerak, imaka imetode ipenelitian idalam 

iskripsi iini iadalah: 

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki.24 Mengingat jenis penelitian ini penelitian 

lapangan, maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data 

yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu: 

                                                           
23 i iNana iSudjana, iTuntunan iPenyusunan iKarya iIlmiah iMakalah-Skripsi-Thesis-Disertasi, 

iCetakan iKesembilan, i(Bandung: iSinar iBaru iAlgensindo, i2005), ih.52. i 
24 i iMoh iNasir, iMetode iPenelitian, i( Jakarta: Ghalia iIndonesia,1999 ), ih.63 
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a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber yang merupakan data utama yang 

diperoleh langsung dari lapangan, berupa observasi maupun wawancara 

terhadap pelaku perjalanan dan oknum penjual jasa jual beli surat hasil 

Swab.   

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk beberapa dokumen seperti buku, surat kabar berupa 

karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal, dan lain sebagainya, serta 

bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan 

pemantauan praktik secara langsung terhadap suatu objek yang akan 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses praktik jual beli Surat 

hasil Swab di Pelabuhan Tanjung Perak berlagsung. 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh Informasi. Untuk mendapatkan Informasi penulis 

melakukan wawancara secara langsung maupun online dengan pihak 
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pelaku perjalanan dan oknum penjual surat hasil Swab di Pelabuhan 

Tanjung Perak. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka yang mengandung 

Informasi Relevan dengan bidang-bidang pengetahuan tentang platform 

tersebut. . 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan dalam pembahasan dan 

analisis terkait permasalahan yang inign diteliti, penulis akan menyusun 

sistematika skripsi ini menjadi beberapa bab.  

Bab pertama merupakan pendahuluan menguraikan tentang latar belakang 

masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas tentang landasan teori, yaitu teori jual beli (bai’) 

menguraikan definisi, landasan hukum, rukun dan syarat berlakunya transaksi jual 

beli, dan juga pendapat ulama.  Teori kedua adalah dar’u al-mafa>>sid muqaddamun 

ala> jalbi al-mas}a>lih yang menjelaskan definisi, dasar hukum, pendapat ulama. 

Bab tiga akan membahas tentang gambaran umum Swab tanpa test dan 

mekanisme jual beli surat hasil Swab tanpa test yang ada di pelabuhan Tanjung 

Perak.  
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Bab empat membahas tentang temuan dan hasil wawancara serta analisis 

sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik serta tinjauan hukum ekonomi 

syari’ah terhadap jual beli surat hasil Swab tanpa tes di pelabuhan Tanjung Perak 

dengan menggunakan teori jual beli dan kaidah fiqh dar’u al-mafa>>sid 

muqaddamun ala> jalbi al-mas}a>lih .  

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.  

 


